KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR  146.97%-X-TH 2016

TENTANG

RINCIAN NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA TAHUN 2016
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 140-9756 tanggal 10 Oktober 2016
tahun 2016 tentang Nama, Kode dan Jumlah Desa
Tahun 2016 perlu menectapkan mengenai rincian nama,
kode dan jumlah desa Tahun 2016 per provinsi di

seluruh indonesia;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang Rincian Nama, Kode dan

Jumlah Desa Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 16);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 549535);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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v4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahuin 2014 (eritang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara 'Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13568,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339)
yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015
tentang Kode dan  Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1045);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015
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~ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahusa 2015
Nomor 564), sebagaimana - telah diubah dénga.n
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

~ Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Orgarnisasi.dan
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-9756 tanggal
10 Oktober 2016 tentang Nama, Kode dan Jumlah Desa
Tahun 2016
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menetapkan rincian nama, kode dan jumlah desa Tahun

2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2016

NTERI DALAM NEGERI
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